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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak tersangka anak sebagai
pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka
anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga,
dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, solusi dalam mengatasi hambatan
dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan
di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Metode yuridis normatif, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis,
metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh
kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.
Hasil penelitian yaitu Tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tetap
memiliki hak asasi manusia yang dijamin, termasuk hak perlindungan, pendampingan
hukum, dan perlakuan manusiawi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Anak wajib
diperlakukan sebagai subjek hukum yang rentan, bukan objek, dengan mengutamakan
upaya diversi (penyelesaian di luar peradilan) dan kepentingan terbaik bagi anak.Hak-
Hak Tersangka Anak Berdasarkan HAM dan Undang-Undang:Hak Perlindungan
Khusus. Hak-hak tersangka yaitu Anak berhak mendapatkan perlindungan dari
penyalahgunaan dan kekerasan dalam proses hukum, sesuai Pasal 15 UU No. 35 Tahun
2014, Pendampingan Hukum, Penyelesaian Diversi dan Identitas Dirahasiakan.
Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka yaitu Hambatan Struktural & SDM,
Hambatan Legal (Diversi), Perspektif HAM & Perlindungan Anak, Kurangnya peran
serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan serta adanya stigma negatif yang
mempersulit reintegrasi sosial anak. Solusi dalam mengatasi hambatan yaitu
Penerapan Diversi (Pasal 7-16 UU SPPA), Pendampingan Khusus, Fasilitas Ramah
Anak, Peningkatan Kapasitas Aparat atau SDM apparat penyidik, Sidang Tertutup

Kata kunci : hak-hak, tersangka, anak, pelaku, tindak pidana, penganiayaan
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ABSTRACT

This study aims to analyze the rights of child suspects as perpetrators of
criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Salatiga Police, viewed from the
Human Rights Law, obstacles in fulfilling the rights of child suspects as perpetrators
of criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Salatiga Police, viewed from the
Human Rights Law, solutions in overcoming obstacles in fulfilling the rights of child
suspects as perpetrators of criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Salatiga
Police, viewed from the Human Rights Law. The normative juridical method, the
specifications in the study are descriptive analytical, the population and sampling
method are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data
collection techniques use literature studies and interviews, data analysis used is
qualitative. The results of the study are that child suspects as perpetrators of criminal
acts of abuse still have guaranteed human rights, including the right to protection,
legal assistance, and humane treatment in accordance with Law No. 11 of 2012
concerning the Child Criminal Justice System and Law No. 39 of 1999 concerning
Human Rights. Children must be treated as vulnerable legal subjects, not objects, with
priority given to diversion efforts (out-of-court settlements) and the best interests of
the child. Rights of Child Suspects Based on Human Rights and Law: Special
Protection Rights. Children have the right to protection from abuse and violence
during the legal process, as stipulated in Article 15 of Law No. 35 of 2014, Legal
Assistance, Diversion Settlement, and Identity Confidentiality. Barriers to fulfilling
suspects' rights include Structural and Human Resources Barriers, Legal Barriers
(Diversion), Human Rights and Child Protection Perspectives, the lack of family and
community participation in assistance, and the negative stigma that complicates
children's social reintegration. Solutions to overcome these obstacles include the
implementation of diversion (Articles 7-16 of the Child Protection and Child
Protection Law), special assistance, child-friendly facilities, capacity building for
investigators, and closed trials.

Keywords: rights, suspect, child, perpetrator, crime, abuse
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu semua aspek hukum
yang berlaku di indonesia harus bernafaskan pancasilan dan UUD 1945, yang
mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan
dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban,
serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Negara Indonesia
memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan perlakuan terhadap
pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa) agar tidak sewenang- wenang, melanggar
hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).Perlindungan ini perlu
karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang
yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak
tersebut dapat diwujudkan.!

Tersangka merupakan seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak
pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan
apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Tersangka adalah
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ut, diperiksa dan diadili di persidangan.

' Ade Daharis, Sri Herlina, Nining Suningrat, Herwantono, Yulianis Safrinadiya Rahman,
Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan, Jurnal Kolaboratif Sains,
Volume 7 No. 6, Juni 2024, him 2209
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Hak-Hak tersangka dan terdakwa secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana terdapat dalam Pasal 50
sampai Pasal 68.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk
menjaga hak dan kepentingan individu dari tindakan yang tidak adil atau
melanggarhukum. Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari
perlindungan hak asasi manusia hingga jaminan keadilan dalam proses peradilan
pidana. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum berperan penting
dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka, mendapatkan
perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.?

Perlindungan hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam suatu negara
hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, hak-hak individu tidak
akan memiliki makna praktis dan hanya akan menjadi norma yang tidak terlaksana.
Perlindungan hukum yang efektif harus didukung oleh beberapa elemen penting,
sebagai berikut : 3
a. Kepastian Hukum

Undang-undang harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara
konsisten. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada individu bahwa hak-
hak mereka diakui dan dilindungi.

b. Akses terhadap Keadilan

Setiap individu harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap

2 Dwi Prasetyo, dan Ratna Herawati. " Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks
Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di
Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 3, 2022, him. 402-417.

3 Siswanto Sunarso. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika,
Jakarta, 2022, him. 39.
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lembaga peradilan. Ini termasuk akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi
mereka yang tidak mampu secara ekonomi.
c. Independensi dan Imparsialitas Pengadilan
Pengadilan harus bebas dari intervensi eksternal dan harus memutus
perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Independensi pengadilan
memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak memihak.
d. Pengawasan dan Akuntabilitas
Lembaga penegak hukum dan peradilan harus diawasi secara ketat untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap
pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum dapat diidentifikasi dan
ditindaklanjuti.
e. Pendidikan dan Kesadaran Hukum
Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai hak-hak hukum mereka
dan cara-cara untuk melindunginya. Kesadaran hukum di masyarakat dapat
mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam
penegakan hukum.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria
dan wanita serta anak sebagai pelaku tindak pidana, sistem pemerintahan negara
sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar
1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar)”, elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap
“fundamental rights” (hak- hak dasar asasi). Menurut Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah



terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang
menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu hak perlindungan, hak rasa
aman, hak bebas dari penyiksaan dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang*

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bagsa
Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi
tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945.
Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak
(Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh
seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh
anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman
(pidana).’

Jaminan hak asasi manusia terhadap hak tersangka menempatkan tersangka
kedalam posisi yang belum tentu bersalah, sehingga proses pemeriksaannya harus
menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh karena hak
tersangka tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Bagi tersangka yang telah

berada dalam proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak yang terdapat

4 Ranal Alfarizi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Tidak Diberikan

Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Tingkat Penyidikan di
Polres Kota Lhoksuumawe, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

> Guntarto Widodo, SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016,him 60
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :
Berhak menghubungi penasehat hukum;Berhak menghubungi dan menerima
kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubunganya
dengan proses perkara maupun tidak; Tersangka berhak untuk diberitahukan
penahanannya kepada keluarganya, kepada orang yang serumah dengannya, orang
lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan
hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya.®

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala
warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap
seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan
tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi’

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka atau anak nakal
tersebut pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang
dimiliki oleh seorang tersangka dewasa, hanya dari pertimbangan tersebut di atas

demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan

6 Heidy Visilia Sahanggamu ,HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN
HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA. Oleh Lex Crimen Vol. lI/No.
2/Apr-Jun/2013, 164

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002
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perlakuan di dalam hukum acara pidananya. Bagi anak-anak yang melakukan
tindak pidana, sistem peradilan pidana yang dijalankan hendaknya dilakukan
dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang
terlanjur melakukan kenakalan di luar batas kewajaran seorang anak. Pembedaan
perlakuan yang diatur tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan
mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.
Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus bangsa yang
masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum
pidana/penjara sebagai pelaku tindak kejahatan.®

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara normatif telah mengadopsi
prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), Prinsip ini menegaskan
bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, hak asasi tersangka
dalam proses peradilan sering kali terabaikan, terutama dalam aspek penahanan
praperadilan, yang masih digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak
hukum.’

Menyangkut penahanan tersangka anak, sesuai dengan hak-hak anak dalam
Konvensi PBB dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup,

8 Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir , IMPLEMENTASI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA
UTARA), Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, him 107

® M. Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, PARADIGMA

BARU HUKUM ACARA PIDANA: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK ASASI
TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12
(2024), him 3
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tumbuh, berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, sehingga anak tersebut dapat merasa aman terhadap ancaman
disekitarnya. Maka dari itu perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka pelaku
kejahatan selama proses penyidikan harus benar-benar diperhatikan, khususnya
dalam masa penahanan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “Hak-Hak Tersangka
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres
Salatiga Dipandang Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan
di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi
Manusia ?

2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku
tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia ?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum

Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia ?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang
akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat
ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai
berikut :

1. Untuk menganalisis hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak
pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia

2. Untuk menganalisis apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah
hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

3. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan
hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di
wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi
Manusia

D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang ilmu hukum terkait
dengan pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak
pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang

Undang-Undang Hak Asasi Manusia
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b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan
ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah
hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat terkait hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak
pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia

b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait
tentang hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana
penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-
Undang Hak Asasi Manusia

E. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Tiga Bab, dimana antara
Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi
pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun
Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.



Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan tentang anak, Tinjauan
tentang tindak pidana, Tinjauan tentang penganiayaan, Tinjauan tentang Hak
Asaasi Manusia

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum
Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Apa saja
hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak
pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-
Undang Hak Asasi Manusia, Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan
dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana
penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang
Hak Asasi Manusia

Bab IV Penutup meliputi : kesimpulan dan saran-saran
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

A. Tinjauan tentang Hak

Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki makna “kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang,
aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,
serta wewenang menurut hukum. '

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh
hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun
umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak
diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan
lainlain!!

B. Tinjauan Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, di mana status
tersebut diberikan saat tahap penyidikan. Penetapan tersangka memerlukan

minimal 2 alat bukti yang sah'?

0 Alwi Hasan Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional Balai Pustaka, 2005).

" Zainal Asikin, Pengantar Illmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo
Persada,2012).Cet.1.h.115.

12 hitps://www.google.com/search?q=pengertian+tersangka+menurut+ahli
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Menurut Fred E. Inbau menggolongkan tersangka menjadi dua jenis,
yaitu sebagai berikut :'3
a..Emotional offenders
Emotional offenders adalah pelaku kejahatan yang melakukan
tindakan seperti pembunuhan atau penganiayaan dengan dipicu oleh
emosi seperti nafsu, kemarahan, balas dendam, atau dorongan emosional
lainnya terhadap korban.
b. Non emotional offenders
Non-emotional offender adalah pelaku kejahatan yang melakukan
tindakannya dengan tujuan utama untuk mencari keuntungan finansial,
seperti pencurian, perampokan, atau melakukan pembunuhan atau
penganiayaan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan materiil.
Hak-hak tersangka secara umum telah diatur jelas di dalam pasal 50
sampai pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
sebagai berikut:
a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, perkaranya dimajukan ke
pengadilan, dan diadili oleh pengadilan.
Ketentuan ini diatur di dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berisikan:
1) “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum.”
2) “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh

penuntut umum.”

3 Andi Sofyan dan H.Abd Asis. Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar). Kencana.
Jakarta, 2014, him. 71.
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3) “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”
Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 51 huruf a Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan: “Tersangka berhak untuk
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan
dimulai.”

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,yang berisikan :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
kepada penyidik atau hakim.”

Hak untuk mendapatkan juru bahasa. Ketentuan ini diatur di dalam pasal
53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

1) “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan
bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177.”

2) “Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.”

Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.
Ketentuan atas mendapatkan bantuan penasihat hukum di
dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang

berisikan:
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“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa
berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Ketentuan hak tersangka dalam memilih sendiri penasihat
hukumnya diatur di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, yang berisikan:

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal
54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat
hukumnya.”

Ketentuan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum
secara cumacuma diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berisikan:

1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih
yangtidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka.”

2) “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan

cumacuma.”
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Hak untuk menghubungi penasihat hukum Ketentuan ini diatur
dalam pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini”..

. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi
Ketentuan ini diatur di dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara
maupun tidak.”

. Hak untuk diberitahukan kepada keluarga atas penahanan.

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 59 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau
terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka
atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi
penangguhannya.”

1. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga.
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Ketentuan ini diatur di dalam pasal 60 dan 61 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut: Pasal 60 yang berbunyi :
“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan
dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan
tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan
penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.” Pasal 61
yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan
sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara
tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk
kepentingan kekeluargaan.”

j. Hak untuk menerima dan mengirim surat

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 62 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada
penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan
sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu
bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.”

k. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Tersangka atau terdakwa berhak
menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.”

1. Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya
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Ketentuan ini diatur di dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

m. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :
“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian.”
Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas
Ketentuan ini diatur di dalam pasal 68 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :
“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan

rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan selanjutnya.”

C. Tinjauan Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan,

diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

dan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan

bahkan masih di dalam kandungan.'*

4 Chandra Gautama. Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis. LSPP. Jakarta.

2007. Him 21
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Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan
definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan
hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah
dewasa bukan dari usia anak.'> Hal ini karena masing-masing anak berbeda
usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi
anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah
dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa sebagai anak apabila
anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa
sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan
bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak
dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan
orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan
bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap

21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian

5 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. him 8
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yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak

diletakkan sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang

yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek
hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-
undangan.'®

D. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS
belanda,dengan demikian juga WvS hindia belanda (KUHP),tetapi tidak ada
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh
karena itu,para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan sisi dari istilah
itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Istilah-istilah
yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun
dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit
adalah sebagai berikut :!”

1. Tindak pidana,dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-
undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan
menggunakan istilah tindak pidana,seperti dalam UU No.6 tahun 1982
tentang hak cipta,(diganti dengan UU No. 19/2002), UU No.3 tahun 1971

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU No.31

16 Iman Sudiat,Hukum Adat Sketsa Asas (yogyakarta: Liberty 1981) him 98

7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta,
2010, hal. 67
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th. 1999),dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang
menggunakan istilah ini seperti WiryonoProdjodikoro, (lihat buku tindak-
tindak pidana tertentu di indonesia)

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh oleh beberapa ahli hukum,misalnya Mr. R.
Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. H.J. Van Schravendijk
dalam buku pelajaran tentang hukum pidana indonesia, A. Zainal Abidin,
dalam buku beliau hukum pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan
istilah peristiwa pidana,yaitu dalam undang-undang Dasar sementara tahun
1950 (baca pasal 14 ayat 1)

3. Delik, yang sebenarnya bersal dari bahasa latin delictum juga digunakan
untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur,misalnya E. Utrecht,
walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam
buku hukum pidanal). A. Zainal abidin dalam buku beliau hukum pidana 1.
Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini,seperti pada judul buku beliau
delik-delik percobaan delik-dlik penyertaan walaupun menurut beliau lebih
tepat dngan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran pidana,dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukuman
pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.

5. perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku
beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam

bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
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6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang
dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan
Peledak (baca pasal 3).

7. Perbuaan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau,

misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.'®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. '

Penjatuhan pidana bagi pelaku tidak pidana yaitu penjatuhan hukuman.
Hukuman diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana yaitu hukuman pokok dan

hukuman tambahan. Pidana pokok yaitu :

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. pidana kurungan,

4. pidana denda dan

8 Andi Hamzah. Hukum Acara pidana Indonesia. Jakarta. 2009. him 119.
% Osman Simanjuntak. Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas
Umum. Jakarta.2003. him 167.
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S.

pidana tutupan.

1). Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat yang pelaksanaannya

berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya

hak tersebut berada di tangan Tuhan. Karena alasan tersebut banyak negara

yang sudah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari

undang-undang hukum pidana pada umumnya.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP

ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden).
Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).

Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau

menganjurkan huru hara).

. Pasal 140 ayat 3 KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala

negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).

. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang

mengakibatkan luka berat atau mati).

. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang

mengakibatkan kematian).
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9. Pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan
dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).?’
2). Pidana Penjara
Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan
bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara.
Diharapkan,dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan
menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu
dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan
perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya?!
3). Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti
Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan
tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Keringanan tersebut antara
lain:*?

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, artinya mereka
mempunyai hak atau kesempatan mengurusi makanan dan alat tidur
sendiri atas biaya sendiri.

2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih
ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.

3. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum

tersebut boleh satu tahun empat bulan dalam hal terjadi pemberatan

20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2002, hal. 29

21 | Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung : Refika
Aditama, 2010, hal. 146
2 Ibid, hal. 149
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pidana, karena perbarengan, pengulangan, atau karena ketentuan pasal
52 atau 52a ( pasal 18).

4. Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani
pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka
terpidana kurungan harus terpisah tempatnya ( Pasal 28).

5. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.

4). Pidana Denda
Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban sesorang untuk
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan
pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu
membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana
kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti.

Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan

dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan Pasal 52 dan

52a KUHP.
5). Pidana Tutupan
Pidana tutupan dijatuhkan apabila pelaku melakukan kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh
maksud yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan dicirikan
dengan:

a) Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri;

b) Makanan terpidana tutupan harus lebih baik daripada terpidana penjara

dan terpidana, boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
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c) Dalam rumah tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan yang

sederhana dan pantas;

d) Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi
terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-buku,
apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan
kepada keluarga.

Sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang ditambahkan
terhadap hukuman pokok bagi hukuman tertentu. Hukuman tambahan ada
tiga macam yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak
berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak
meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-
hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu
pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak
bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan
tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut
undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat
dicabut yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

2. hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
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3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan umum;

4. hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi
wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-
orang yang bukan anak sendiri;

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau
pengampuan atas anak sendiri;

6. hak menjalankan pencaharian tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan tersebut merupakan pidana kekayaan. Ada dua
macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang di dapat
karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan
dalam melakukan kejahatan.

Pasal 39 KUHP menyatakan:

(1) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari
kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan
kejahatan, dapat dirampas.

(2) dalam hal karena pemidanaan karena kejahatan yang tidak
dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga
dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan
dalam undang-undang.

(3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang
oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas
barang-barang yang disita.
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3. Pengumuman keputusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim
memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang
atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana
cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi
Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan
berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada
terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang
dan lainnya.

Hukuman di dalam arti yang sempit dimaksudkan sebagai siksaan,
dapat dibedakan antara lain :
1. Siksaan riil (materiil), misalnya hukuman mati, hukuman denda,
penyitaan barang dan sebagainya
2. Siksaan idiil (moril), misalnya pengumuman keputusan Hakim,

pencabutan hak-hak tertentu dan sebagainya

Hukuman dalam arti luas yaitu tidak hanya meliputi bidang hukum
pidana saja, tetapi juga mencakup hukum perdata dan hukuman tata usaha
Negara. Di dalam hukuman Perdata, hukumannya berupa ganti rugi,

tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :**

23R Subekti dan R Tijitisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 2001, him. 346
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“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Fungsi dan Tujuan Hukum?*

Dalam garis besarnya fungsi hukum ada 4 tahap yaitu seabgai

berikut :

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir
bathin

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan

4. Fungsi kritis dari hukum yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata
melakukan pengawasan pada aparatur penegak hukum termasuk di

dalamnya

Fungsi-fungsi hukum diatas diharapkan terwujudnya ketertiban,
keteraturan, keadilan dan perkembangan hukum agar terwujudnya
kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum dituntut kemampuannya
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari
sehingga hukum ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai
dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum diperlakukan
untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman
bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau

golongan. Hukumpun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan

24 Pipin Syarifin, Pengantar llmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, April 1999, himl. 2
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kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan
masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.
5. Tinjauan Penganiayaan
Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian ‘“penganiayaan”
sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau
luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit
atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau
perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.?
Macam-macam penganiayaan :2°
1. Penganiayaan biasa
Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan
penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam
beberapa jenis, yaitu:

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun
kematian dan dihukum dengan hukuman penajara selama 2 tahun 8
bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman
penjara dan selama-lamanya 7 tahun.

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

25 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan
prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, him 5.

Zhttps://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-
hukumnya-lt62a04e90ba8f8/
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2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan
ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang
dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang Dbertugas,
memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan
penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.
Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau
denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan
Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk

menajalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana
Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam
Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka
berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu
penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara
selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat

kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

4. Penganiayaan berat
Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang
siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan
penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika

perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
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dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya

5. Penganiayaan berat berencana
Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354
ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP
tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur

penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Tinjauan Kepolisian
Istilah Polisi pertama ditemukan pada abad ke 6 sebelum masehi di
Yunani yaitu “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota,
karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri
yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian
timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei
(Jerman) dan Polisi (Indonesia).?’

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban
umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang
menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan
tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi diseluruh
penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan

pelurunya adalah pasal-pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah

dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan

27 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka,
Jakarta:2005, him 9
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dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana
melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-
unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang
dituduhkan.?®

Menurut Soebroto Brotodiredjo6 , istilah polisi berasal dari istilah
Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai
badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban
umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau
pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.*°

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan
perlindugan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam
kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi.>!

Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian
adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam
undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan

lembaga polisi.

28 pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

29 Soebroto Brotodirejo, Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol. Bandung,1989,
him.,2.

30 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka,
Jakarta, 1985, him,763.

31 Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan |, PT Laksbang
resindo,Yogyakarta, 2010
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a) Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal
13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) Menegakkan hukum,;

¢) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga
memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14
ayat (1) Undang—Undang No. 2, Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat
dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas
untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara
keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan
ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.
Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua
adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat
mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara. Selanjutnya
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan

lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:*?

26/12/2022,

32 Vanya Karunia Mulia Putri, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Kompas.com-

08:00WIB https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-

dan-wewenang-kepolisian.diakses tanggal 28 Nopember 2023
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. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan

. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin
keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas

. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran
hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan
perundang-undangan Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk pengamanan swakarsa

. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya

. Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan
tugas kepolisian

. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana,
termasuk pemberian bantuan dan pertolongan

. Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani

instansi atau pihak berwenang
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10. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas
kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.

b) Fungsi Kepolisian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan
kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat
adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman
yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi
dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.
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Sejalan dengan fungsi Kepolisian hal tersebut, menurut Soerjono
Soekanto berpendapat bahwa:**

“hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor
penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan
menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban
masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat
adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus
berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia atau
dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang
kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam
prilaku yang dibenci masyarakat . Masyarakat dan polisi merupakan dua
kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada
polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan
berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas,
menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya
berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja
sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan
dan pengabdian). Prilaku masyarakat dan penegak hukum menurut
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa : Salah satu fungsi hukum baik
sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah

membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya

3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet
Kelima, Rajawali, Jakarta, 2004, him., 5.
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terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik
yang bersifat positif maupun negatif.**

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan
ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang
bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu
diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan
keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:>>

a. Perlindungan masyarakat;

b. Penegakan Hukum;

c. Pencegahan pelanggaran hukum,;

d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur’dalam ketentuan Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas
pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan
pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan
ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang
tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana

yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.

34 Kasman Tasaripa, Tugas dan fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,

Jurnal limu

Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

35 Elvi Alfian, Tugas Kepolisiaan Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap
Penegak Hukum, Magister [Imu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari
Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 27
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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,
khususnya pada Pasal 13.

Pelayanan kepada masyarakat (publik), semaksimal mungkin
diarahkan untuk tercapainya kondisi yang ideal sebagaimana
diamanatkan dalam Tribata yang merupakan pedoman hidup anggota
Polri dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri, dimana apabila
hal tersebut terlaksana dengan baik dipastikan akan terwujud
pelayanan publik yang prima sesuai bidang pelayanan yang diemban
Polri.

Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki
wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit
masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan  peraturan  kepolisian dalam lingkup

kewenangan administratif kepolisian;
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Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,
serta kegiatan masyarakat;

Menerima  dan  menyimpan  barang  temuan  untuk
sementara waktu

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian  untuk

menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah :

I.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik

dalam rangka penyidikan.
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10.

1.

12.

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri.

Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi
dalam  keadaan = mendesak  atau  mendadak  untuk
mencegah  atau  menangkal orang yang  disangka
melakukan tindak pidana.

Memberi  petunjuk dan  bantuan  penyidikan  kepada
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada
penuntut umum.

Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang
bertanggungjawab.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt

wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

diperoleh tiga cara, yaitu :

1.

Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh

pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
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2.  Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ
pemerintahan lainnya.

3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas
namanya.>¢

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributuif, yakni
wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan,
antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat

(4) UUD 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan lain-lain. Dari kewenangan

atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni

pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa
mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar
struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang

umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

1. Menerima laporan/pengaduan;

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

3% HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. him 1
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10.

11.

12.

13.

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret
seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan
masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain

meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau

penyelidikan proses pidana pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2

Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1.

Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan kegiatan masyarakat lainya;
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10.

11.

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha dibidang jasa pengamanan;

Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis
kepolisian;

Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional,

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi
terkait;

Mewakili  pemerintah RI dalam organisasi kepolisian
internasional;

Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

l.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
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3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

5. Melakukan pemeriksaan surat;

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan;

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau
menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

7. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak
Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki Hak Asasi
Manusia (HAM), tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya
harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak-hak
dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini
bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai.
Senada dengan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi
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“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.”>’

Hak Asasi Manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat
tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari Hak Asasi
Manusia (“HAM”) adalah kehidupan dan martabat manusia.*® Secara historis,
akar filosofis dari munculnya gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah teori
hak kodrati atau natural rights theory yang dikembangkan para filsuf
seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari hak
kodrati adalah semua individu dikarunai oleh alam hak yang melekat pada diri
dengan demikian tidak dapat dicabut.*

Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu sebagai
berikut:

1. Soetandyo Wignjosoebroto
Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental)
yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia
karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia

(HAM) disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari

37 https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/

% Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan
Nasional, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018

% Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan,
Yogyakarta: Thafa Media, 2019
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kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin,
usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat
inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya
sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena
melekat, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dirampas.*
2. Muladi

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara alamiah
(inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut
manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.
Karena keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang begitu penting, tanpa
Hak Asasi Manusia (HAM) manusia tidak dapat mengembangkan bakat
dan memenuhi kebutuhannya.*!

Secara normatif, definisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi
Manusia (HAM) yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

40 Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusi, Bogor:Mitra Wacana
Media, 2020

4 https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-

nasional-dan-internasional-1t6331716e60d8d
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Dalam menjalankan tugasnya, kepolisan harus memperhatikan prinsip-
prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), terutama aturan terkait Hak Asasi
Manusia (HAM), seperti:

1. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) .
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang kekuatan dalam Tindakan kepolisian.
4. Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Kewajiban polri dalam peran menjalankan tugasnya, sekurang-
kurangnya:
1. Menghormati martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang.
2. Menghormati norma agama, etika, dan susila.
3. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
dan Hak Asasi Manusia (HAM) .
4. Tidak merampas kemerdekssn orang lain tanpa alasan tertentu

Berikut ini macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak

dapat dicabut oleh seseorang dari setiap individu.*
1. Personal Rights
Personal rights adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk

berpendapat, bebas untuk memeluk agama apapun, dibebaskan untuk

42 https://lumsu.ac.id/hak-asasi-manusia/
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beribadah menurut keyakinannya masing-masing dan diberikan
kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat.
Property Rights
Property rights (hak asasi ekonomi) merupakan pemberian kebebasan
untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual serta membeli sesuatu
barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian kontrak
dan memiliki pekerjaan.
Rights of Legal Equality
Rights of legal equality berkaitan dengan berhak untuk mendapatkan
perlakuan atau pengayoman sama sesuai dengan keadilan hukum. Semua
akan dilihat sama pada mata hukum.
Political rights
Political rights merupakan hak asasi manusia memberikan Anda
kesempatan untuk bebas berpolitik. Memiliki berhak sama untuk ikut
serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik
dan mengajukan petisi kritis serta saran.
Social cultural right

Hak asasi manusia social cultural rights berkaitan dengan
dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang
diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan serta mengembangkan kebudayaan.
Procedural rights

Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakukan mengenai

tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap
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orang memiliki hak asasi manusia berhak mendapatkan perlakuan adil
dalam penggeledahan, penangkapan serta pembelaan hukum.
Ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai berikut :*
1. HAM Bersifat Hakiki
Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi
Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir.
Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar
yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa
saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka
kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan
baik.
2. HAM Bersifat Universal
Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi
Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa
melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar
belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras,
suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa
mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.
3. HAM Bersifat Tidak Bisa Dicabut
Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi

Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah

3 https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/
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ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang
lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar
manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah
terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan
lingkungannya.
. HAM Bersifat Tidak Bisa Dibagi
Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap
manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil
dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, HAM
dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan
tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-
individu lainnya.
Dalam menjalankan tugasnya, kepolisan harus memperhatikan
prinsip-prinsip HAM, seperti:
1. Asas legalitas, yaitu tindakan kepolisian harus sesuai dengan
hukum dan prosedur.
2. Asas praduga tak bersalah.
3. Tidak menggunakan kekerasan, kecuali untuk mencegah
kejahan atau membantu menangkap pelanggar hukum.
4. Tidak merampas kemerdekssn orang lain tanpa alasan
tertentu.
Untuk memastikan prinsip-prinsip HAM dipatuhi, kepolisan

dapat melakukan beerapa hal, seperti :
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a. Meningkatkan pemahaman kepada aggota polri tentang
prinsip dan standar HAM.

b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan prinsip dan
standar HAM.

d. Mematuhi batasan kewenangan.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan
sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian
hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan
tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum
setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan
tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip
persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.**

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum
maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.
Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan
kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan
masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum
merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan

hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang

44 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2006, hal 277.
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dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan

masyarakat.*®

2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu disebut law

enforcement, menurut bahasa Belanda disebut dengan rechtshandhaving.
Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi
dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata,
hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu. Fungsi
dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang
diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni: 46

1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

3) Keadilan (Gerechtigkeit)

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum.
Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan
sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka
pelaksanaanya harus memberi manfaat bagi masyarkat. Hukum bersifat
umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya
adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan

dikorbakan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.*’

4 Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

46 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him 48

47 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,
2010), him 208.
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C. Orisinalitas Penelitian

Proposal Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan
fokus mencari tahu tentang:” HAK-HAK TERSANGKA ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis
dan pembaca tesis ini, dalam hal Analisis tentang Hak-Hak Tersangka Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres
Salatiga dipandang dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Untuk penelitian ini yang membedakan pada :

1. Bagaimana hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana
penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-
Undang Hak Asasi Manusia

2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai
pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga,
dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah

hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia
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BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah teknik atau cara untuk mendapatkan

informasi atau data dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga

bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang biasanya berguna

dalam penulisan karya ilmiah., Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu :*3

1.

Metode penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan
observasi. Dalam metode ini, proses dan makna penelitian lebih banyak
ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori berdasarkan fakta yang
ada di lapangan. Landasan teori juga berperan untuk memberikan
gambaran secara umum mengenai latar penelitian sekaligus pembahasan
dari hasil penelitian.

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada
numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan
data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk
mengolah data. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk
mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-
fenomena alam melalui pengukuran

Penelitian ini mengunakan metode kualitatitf dengan menggunakan

Teknik wawancara dengan mengetahui Hak-Hak Tersangka Anak Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Salatiga

48 nhttps://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/
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dipandang dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis
sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu
hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam
menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu social
dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan
adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan
melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan
pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan
tertentu sesuai dengan obyek penelitian.. Pendekatan secara yuridis sosiologis
selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat,
menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-
pendekatan responden secara langsung.

Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan
keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui
pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Polres Salatiga khususnya
Unit PPA

2. Data Sekunder
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Data atau bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder
dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum positif yang

bersifat mengikat dan utama dalam penelitian hukum berupa :

[

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

o

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian

o

. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(HAM);
d. KUHAP
e. KUHP

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas

buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,
yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan
dengan topik penelitian.*’

3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

49 Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:
Bayumedia, 2008), hal. 295
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D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Polres Salatiga khususnya
Unit PPA. Alasan objektif penulis memilih tempat di Unit PPA Polres
Sallatiga karena untuk menghemat biaya dan waktu serta Unit PPA
merupakan tempat kerja peneliti  sehingga mempermudahkan untuk
mengambil data-data.
E. Sumber Informasi
Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau
narasumber. Sementara key informan merupakan seseorang yang paling bisa
menguatkan sumber data dalam penelitian. Biasanya, key informan diambil
dari orang yang paling berpengaruh di wilayah penelitian, yang sudah
dipastikan bisa memberi informasi detail dan akurat.>°
Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang
terjadi di lapangan atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam
penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono
dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan
sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling
mengetahui apa yang diharapkan). Dimana cara penentuan informan yang
ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan
kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan

dengan kriteria sebagai berikut:>!

%0 Kompas.com, "Informan dan Key Informan: Pengertian, Cara Menemukan, dan
Contoh”, https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/08/110000969/informan-dan-key-
informan--pengertian-cara-menemukan-dan-contoh?page=all.

51 Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
2011,hlm 85
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1. mereka yang mengawasi
2. mereka yang mengetahui

3. mereka yang terlibat langsung

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif, dalam penelitian ini dilakukan cara

mengumpulkan data melalui teknik pengamatan, wawancara dan studi

pustka/dokumen, yang dieterangkan sebagai berikut:

1.

Pengamatan (terangkan pelaksanaannya)

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi
ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan
dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya
meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Dengan teknik
observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yaitu di wilayah hukum
Polres Salatiga.

Wawancara (terangkan pelaksanaannya)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan
narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat
pula  dilakukan  melalui  media-media  tertentu,  misalnya
telepon, email, atau video call melalui Zoom atau skype. Wawancara
terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur.

a. Wawancara terstruktur
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Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui
dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber.
Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar
pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan
berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera
untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

b.  Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas.
Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi
pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin
penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

3. Studi Pustaka (terangkan pelaksanaannya)

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan
data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan
kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik
dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang
dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan
semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik.

G. Teknik Analisis Data
Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang
terkumpul mengenai Hak-Hak Tersangka Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Salatiga dipandang dari Undang-
Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dilakukan dengan

melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti
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sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini
dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya,
konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang
dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin
keakuratannya.
Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :
1. Klasifikasi data
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan
observasi dan data lapangan
2. Verifikasi data
Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian
3. Interprestasi data
Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan data
4. Penarikan kesimpulan
Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang

di dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di
wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi

Manusia

Proses hukum terhadap kejahatan anak tidaklah sama dengan proses
hukum peradilan pada umumnya, karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang
secara hukum belum cakap hukum. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan
sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong
seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur
sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor
lainnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan yang
berkaitan dengan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu
kasus kejahatan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggung
jawab bersama, baik oleh aparat penegak hukumpada khususnya maupun
masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk
menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak
pidana adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang ada.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terkecuali dalam kasus

pornografi, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan,
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penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam
proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah
awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa
dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan
didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap
pemeriksaan sampai proses peradilannya. Surat Edararan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menegaskan pengaturan dalam
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi

Pengaturan ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak oleh pihak
kepolisian menerapkan proses penyidikan berbeda dari orang dewasa pada
umumnya. Penanganan perkara anak memerlukan optimalisasi kepolisian
khususnya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang ada. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional
Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana SOP Perencanaan

penyidikan bertujuan sebagai pedoman standar bagi penyidik dan penyidik
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pembantu dalam melaksanakan prosedur perencanaan penyidikan secara
profesional dan akuntabel agar kegiatan penyidikan dapat berlangsung dengan
baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya
dilakukan penyidikan. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, harus
memberikan dampak dan memprioritaskan kepentingan anak sebagai pelaku
tindak pidana, sehingga tidak bertolak belakang dengan amanat Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua
pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka atau terdakwa belum
bersalah, baik terhadap sikap semua pihak terhadap tersangka atau terdakwa
maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa.
Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang
berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang
manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses
pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan
tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya
dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena tersangka

adalah manusia yangtetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan
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pemeriksaan. Segi positif dari asas praduga tidak bersalah adalah sangat

memberikan perhatian terhadap hak asasi manusia sebab semua tindakan yang

harus dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan hukum.>

Hak Seorang Tersangka dibedakan menjadi beberapa proses yaitu :>
1. Proses Penangkapan

Alasan kenapa seseorang tersebut ditangkap. Bahwa seseorang ditangkap
harus ada bukti permulaan yang cukup. Pada saat ditangkap, yang
berhak melakukan penangkapan hanyalah “Penyidik™ yaitu pejabat polisi
Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua (Ipda).Pejabat pegawai
negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU, yang sekurang-kurangnya
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan
dengan itu). Selanjutnya adalah “Penyidik pembantu” yaitu pejabat
kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua (Bripda).
Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara RI
yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a atau yang
disamakan dengan itu). Pada saat seseorang ditangkap dia dapat melakukan
meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap,
meminta surat perintah penangkapannya, teliti surat perintahnya, mengenai
identitasnya, alasan pengkapan, dan tempat diperiksa, setelah sesorang

ditangkap maka dia berhak untuk melakukan :

52 Kadek Duwik Sukmawati, Nyoman Gede Remaja, | Nyoman Surata,Kertha Widya,
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK
BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH
KEPOLISIAN RESOR BULELENG, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2 Desember 2023

53 Ade Daharis,Sri  Herlina,Nining Suningrat,Herwantono,Yulianis Safrinadiya
Rahman,Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan,Jurnal Kolaboratif
Sains, Volume 7 No. 6, Juni 2024, 2207-2214
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a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat
hukum/pengacara.
b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan
kepada penuntut umum.
c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam.
d. Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa
secara fisik.
2. Proses Penahanan
Dalam proses penahanan tersangka berhak untuk menghubungi dan
didampingi pengacara, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari
ditahan, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau
orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha
mendapat bantuan hukum, meminta atau mengajukan pengguhan
penahanan, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya
untuk kepentingan kesehatan, menghubungi atau menerima kunjungan
sanak keluarga, mengirim surat atau menerima surat dari penasehat
hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut
umum/hakim/pejabat rumah tahanan negara, menghubungi dan
menerima  kunjungan rohaniawan dan bebas dari tekanan seperti;
diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.
3. Proses Penggeledahan.
Hak-hak tersangka bila digeledah antara lain, adalah Sebelum
digeledah, tersangka dan keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal

penyidik yang akan melakukan penggeledahan, berhak untuk tidak
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menandatangi berita acara penggeledahan, hal itu akan dicatat dalam
berita acara dengan menyebutkan alasannya, dua (2) hari setelah rumah
tersangka dimasuki atau digeledah, harus dicabut berita acara dan
turunannya diberikan kepada nya, apabila seorang tersangka dan
ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka anda hanya boleh
digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila ada dugaan keras
dengan alasan yang cukup bila tersangka membawa benda yang dapat
disita, apabila seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau
dibawa kepada penyidik, maka dia bisa digeledah baik pakaian maupun
badan dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

Hak-Hak tersangka dan terdakwa secara garis besar diatur
dalam KUHAP sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 sampai Pasal
68. Hak-Hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP
merupakan salah satu keunggulan dibandingkan hukum acara yang lama
(HIR). Sebagai ketentuan yang bersifat abstrak, perbedaan prepsepsi
danpemaham atau interprestasi terhadap norma tersebut oleh kalangan
hukum dan pencari keadilan dapat menyebabkan dalam pelaksanaan atau
kekuatan hukumnya. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan
dengan anggota Polres Salatiga, bahwa penyidik melakukan penahanan
terhadap Tersangka anak, maka penyidik harus memperhatikan hak-hak
tersangka dan terdakwa diatur dalam :

Pasal 50 :
1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
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L

Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh

penuntut umum.

3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51
Untuk mempersiapkan pembelaan :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya
pada waktu pemeriksaan dimulai;

2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa
yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
kepada penyidik atau hakim.
Pasal 53
1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka
atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
Pasal 54
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama
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dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang
ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54,
tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-
cuma.

Pasal 57

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.

2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58
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Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara
maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau
terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka
atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi
penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau
lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi
penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan
hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan
sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara
tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk

kepentingan kekeluargaan.
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Pasal 62
Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat
hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak
keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi
tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat
hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik,
penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali
jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat
itu di salahgunakan.
. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau
diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah
tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa
dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setel ah
dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima

kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang

terbuka untuk umum.

Pasal 65
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Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan
bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara
cepat

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Hasil wawancara dengan anggota penyidik Polres Salatiga,
bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku, maka
ada beberapa tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
yaitu sebagai berikut :

1) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan Penyidik Khusus
Anak.

2) Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan, Melakukan
penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas

3) Meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

(Pembuatan Surat Permohonan Untuk melakukan Penelitian
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Kemasyarakatan ~, Pembuatan  Surat Hasil  Penelitian

Kemasyarakatan)
4) Memberikan kebutuhan lainnya terkait Undang-Undang tentang

Pengadilan Anak terhadap tersangka anak tersebut, antara lain:

a) Kebutuhan jasmani, contohnya diadakan olahraga setiap pagi

b) Kebutuhan Rohani, contohnya diberikan Bina Rohani terhadap

tersangka
Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum

Polres Salatiga, dengan menampilkan kasus tindak pidana dengan pelaku
anak, adapun kasus tersebut yaitu sebagai berikut:

Dasar :

_Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/ 72 /X /2021 /JATENG/
SPKT / Res. Sltg, 06 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No
Pol : Sprin. Dik / .a/X /2021 / Reskrim, tanggal 11 Oktober 2021

P erkara :

Dugaan terjadinya tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang —
Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 170
KUHPidana.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar

pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati Gubug Agung (Begagung) yang
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terletak di Kauman Kidul ikut Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah terjadi
tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak
ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO,
tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5
Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel.
Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA
PERMANA Bin BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab.
Semarang, 30 Juni 2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat
tinggal di Kadipiro Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab.
Semarang , Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin
MOCHAMAD SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22
Juli 2005, umur 16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di
Kadipiro Rt 2 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang,
dan Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal
Lahir di Kab. Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan ,
Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8 Rw 5 Kel.
Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang terhadap anak korban a.n.
PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON, Kab.

Semarang, 29 Maret 2006, Umur 15 tahun, Islam, Tidak Bekerja, Laki-

73



laki, Alamat : Dsn. Krandon Rt 1 Rw 1 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab.
Semarang .

Anak melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan
cara :

Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK
Bin NURYONO melakukan penganiayaan terhadap anak korban
PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON
dengan cara : Memanggil teman temannya lalu mengajak anak korban
ke kebun jati lalu anak korban dipukul menggunakan kayu dan batu oleh
Anak  ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin
NURYONO

Anak  AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI

PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH
PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara :
menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas
tanah

Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin
MOCHAMAD SOLIKIN melakukan penganiayaan terhadap anak
korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD
SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban saat anak
korban terjatuh di atas tanah

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan
penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO

Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban
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sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan
batu.Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA
WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di
mata sebelah kiri , kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut
anak korban lecet dan berdarah, lutut lecet dan telinga kanan
mengeluarkan darah.Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa
melakukan aktifitas seperti biasa ikarenakan telinga sebelah kanan anak
korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban agak
berkurang.Anak tersebut di atas telah Melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo
76C Undang — Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana
atau pasal 170 KUHPidana.

Analisa Yuridis :

ahwa Anak  ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als
DEGLOK Bin NURYONO, dkk disangka telah melanggar pasal : Pasal
80 Ayat (1) Jo 76C Undang — Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55
KUHPidana atau pasal 170 KUHPidana. “ Setiap orang yang melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

terhadap anak. *
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Unsur Setiap orang : Mengacu pada Setiap orang yang
melakukannya, hal ini tertuju atau mengacu kepada para Anak Anak
ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO,
tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5
Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel.
Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA
PERMANA Bin BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab.
Semarang, 30 Juni 2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat
tinggal di Kadipiro Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab.
Semarang , Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin
MOCHAMAD SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22
Juli 2005, umur 16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di
Kadipiro Rt 2 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang,
dan Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal
Lahir di Kab. Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan ,
Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8§ Rw 5 Kel.
Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang

Unsur kekerasan atau penganiayaan : Bahwa pada hari Sabtu
tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati

Gubug Agung (Begagung) yang terletak di Kauman Kidul ikut Kec.
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Sidorejo Kota Salatiga. Anak Anak ELGHI SYELA PUTRA
PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah melakukan
kekerasan / penganiayaan terhadap PANGGIH PUTRA WICAKSONO
Bin MUHAMMAD SIMSON , Anak AGUNG REZYA PERMANA
Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban
dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban
terjatuh di atas tanah

Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO
melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA
WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak
dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah.
Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin
MOCHAMAD SOLIKIN melakukan penganiayaan terhadap anak
korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD
SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban saat anak
korban terjatuh di atas tanah.

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan
penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO
Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban
sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan batu.
Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA
WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di
mata sebelah kiri , kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut

anak korban lecet dan berdarah, lutut lecet dan telinga kanan
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mengeluarkan darah.Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa
melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan telinga sebelah kanan anak
korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban agak
berkurang

Unsur Anak :Pada saat kejadian anak korban kekerasan yang
bernama PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD
SIMSON, Kab. Semarang, 29 Maret 2006, Umur 15 tahun, Islam, Tidak
Bekerja, Laki-laki, Alamat : Dsn. Krandon Rt 1 Rw 1 Ds. Kalijambe Kec.
Bringin Kab. Semarang, Umurnya masih 15 Tahun 06 Bulan karena
sesuai dengan surat  kelahirannya bahwa PANGGIH PUTRA
WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON (Fotokopi surat kelahiran
terlampir.

Unsur “Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara
selama-lamanya lima tahun enam bulan.

“Barang siapa: Mengacu pada seseorang yang melakukannya,
hal ini tertuju atau mengacu kepada para Anak Anak ELGHI SYELA
PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, tempat tanggal
Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5 Bulan, Jenis
kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
: Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel. Karangtengah
Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin
BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 30 Juni

2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan
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Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat tinggal di Kadipiro
Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak
ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin MOCHAMAD
SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22 Juli 2005, umur
16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Kadipiro Rt 2 Rw 6
Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang, dan Anak YAHYA
AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal Lahir di Kab.
Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan , Jenis kelamin
laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak
bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec.
Tuntang Kab. Semarang

“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang. Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal
02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati Gubug
Agung (Begagung) yang terletak di Kauman Kidul ikut Kec. Sidorejo
Kota Salatiga dilakukan secara bersama-sama dilakukan oleh Anak
ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO,
dkk telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap PANGGIH
PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON, Anak AGUNG
REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan
terhadap anak korban dengan cara : menginjak dan memukul anak
korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah.Anak AGUNG REZYA

PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap
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anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD
SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika
anak korban terjatuh di atas tanah. Anak ANDIKA AHMAD
RIZKIANTO Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN melakukan
penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO
Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul
anak korban saat anak korban terjatuh di atas tanah

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan
penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO
Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban
sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan batu.
Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA
WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di
mata sebelah kiri , kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut
anak korban lecet dan berdarah, Iutut lecet dan telinga kanan
mengeluarkan darah, Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak
bisa melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan telinga sebelah kanan
anak korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban
agak berkurang

Pendapat :

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ELGHI SYELA
PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah
memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C

Undang — Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana
atau pasal 170 KUHPidana.

Kesimpulan :

Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak
ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO,
dkk telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo
76C Undang — Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana
atau pasal 170 KUHPidana.

Menurut wawancara dengan anggota Polres Salatiga bahwa
anak sebagai Tersangka sesuai dengan peneliti lakukan dengan Laporan
Polisi No. Pol. : LP/B/ 72 /X/2021/JATENG /SPKT /Res. Sltg,
06 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No Pol : Sprin. Dik /
.a/ X /2021 / Reskrim, tanggal 11 Oktober 2021, maka anak tersebut
hak telah dipenuhi oleh penyidik, Adapun hak tersebut seperti :

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan
Pemeriksaan penyidikan dalam suasana kekeluargaan
Tersangka anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan
penyidikan harus dilakukan secara manusiawi. Sesuai dengan pasal

18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
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Pidana Anak tersangka anak mendapat hak untuk diperiksa dengan
suasana kekeluargaan. Pelaksanaan pemenuhan tersebut dilakukan
guna menghindari tersangka anak tersebut tidak mengalami trauma
dan anak tersebut tidak merasa diancam, maka hal tersebut demi
tercapainya pemenuhan hak anak tersebut pemeriksaan penyidikan
yang dilakukan oleh Polres Salatiga dengan menggunakan bahasa
yang mudah dimengerti oleh anak dan tidak memaksa anak, penyidik
yang bertugas melakukan pemeriksaan diutamakan adalah penyidik
perempuan serta penyidik Polres Salatiga yang bertugas tidak
menggunakan seragam maupun atribut dalam melakukan proses
pemeriksaannya. Tidak adanya diskriminasi yang diterima oleh
tersangka anak merupakan tujuan dilakukannya pemenuhan hak
untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Mengingat bahwa umur
dan kondisi psikologis anak yang belum dewasa dan masih dalam
pengawasan orang tuanya. Maka mengingat bahwa pemeriksaan
penyidikan anak dialakukan dalam suasana kekeluargaan maka
dibutuhkan penyidik khusus anak. Yang mana, Penyidikan anak yang
dilakukan oleh Polres Salatiga, dilaksanakan oleh pejabat polisi yang
telah memiliki sertifikat Diklat SPPA Terpadu yang telah menjadi
penyidik khusus anak. . Dengan dilakukannya hal tersebut
pemenuhan hak tersangka anak yang dilakukan oleh unit PPA Polres
Salatiga telah sesuai pada pasal 18 dan pasal 22 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Hak mendapat bantuan hukum sejak saat ditangkap dan ditahan
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Penyediaan bantuan hukum terhadap tersangka anak yang
berhadapan dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum. Seperti
halnya pada pasal 23 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersangka yang dilakukan
pemeriksaan oleh pihak kepolisian mendapatkan hak untuk
memperoleh bantuan sejak saat tersangka anak tersebut ditangkap
ataupun ditahan. Mengenai hak anak dalam memperoleh bantuan
hukum juga terdapat pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa
setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama
dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Demi terwujudnya
amanat dari undang-undang tersebut, Kepolisisan Resor Salatiga
telah bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum Wilayah Salatiga
untuk memberikan hak bantuan hukum terhadap anak tersebut

3. Hak ditempatkan pada tempat khusus anak saat penahanan

Ditempatkan pada tempat khusus anak saat penahanan
Tersangka anak yang dilakukan pemeriksaan harus ditempatkan
khusus anak yang terpisah dengan orang dewasa. Kepolisian Resor
Salatiga menempatkan Tersangka anak yang dilakukan penahanan
ditempatkan atau dititipkan pada Rutan Polres Salatiga dengan kamar
yang dipisahkan dengan tahanan dewasa selama proses penyidikan
berlangsung. Penahanan anak yang dilakukan oleh penyidik Polres

Salatiga dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi anak tersebut,
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apakah anak tersebut memperoleh jaminan orang tua/wali ataupun
lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri,
menghilangkan barang bukti dan tidak melakukan pengulangan
tindak pidana. Jika tersangka anak tersebut mendapat jaminan
tersebut, maka tersangka anak tersebut dimungkinkan untuk tidak
dilakukan penahanan oleh pihak penyidik yang berwenang
4. Hak untuk mendapat upaya diversi

Pelaksanaan Upaya diversi terhadap tersangka anak yang telah
memenuhi persyaratan diversi wajib mendapat hak untuk
menyelesaikan perkara pidana anak tersebut diluar sistem peradilan
pidana, yaitu melalui upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik.
Polres Salatiga melakukan upaya diversi pada anak sebelum
melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada anak tersebut. Dalam hal
tersebut tidak semua dari tersangka anak tersebut dapat dilakukan
upaya diversi. Pemenuhan hak upaya diversi dilakukan jika anak
tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat pada pasal pasal 32 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dalam beberapa kasus di Polres Salatiga terdapat
beberapa tersangka anak yang tidak memenuhi syarat tersebut,
sehingga Penyidik Polres Salatiga yang bertugas tidak dapat
melakukan upaya diversi pada kesemua tersangka anak tersebut.
Dalam melakukan wupaya diversi Kepolisian Resor Salatiga

melibatkan lembaga lain Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan
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Pekerja sosial dari dinas sosial Kota Salatiga sebagai pembimbing
anak tersebut dalam menangani perkara anak
Hak tersebut harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Kepolisian
Resor Salatiga dengan berlandaskan pada asas-asas pelaksanaan sistem
peradilan pidana anak dalam Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pelindungan, keadilan,
nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap
pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak,
pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran
pembalasan.

Sistem peradilan pidana anak harus diterapkan di semua tingkat, namun
tidak semua pelanggaran anak dapat melalui proses diversijika tidak tercapai
kesepakatan antara korban dan pelaku atau kesepakatan tersebut tidak
dijalankan maka proses penyelesaiannya akan dilanjutkan dalam peradilan
anak sesuai prosedur dalam KUHAP dimana Hakim akan menjatuhkan vonis
kepada anak.

Berdasarkan UU SPPA, anak yang berusia di bawah 12 tahun hanya
dapat dikenakan tindakan, bukan pidana sedangkan anak yang berusia antara
12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi tindakan atau pidana, tergantung pada kasus
yang dihadapi.39UU SPPA menekankan bahwa pidana penjara dapat diberikan
apabila diversi tidak dapat dilakukan dimana anak akan menjalani hukuman

dan pembinaan di LPKA.
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Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak mengatur bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman
penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan hanya sebagai langkah terakhirserta dilakukan dalam
waktu yang  sesingkat-singkatnya  untuk  melindungi hak dan
kesejahteraan anak.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak
harus mempertimbangkan alternatif lain sebelum tindakan yang lebih keras
diambil. Alternatif lain sebagaimana yang dimaksud menjadi dasar berlakunya
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA) yang digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum yangberfokus padapenyelesaian dengan
mengutamakan pemulihan dan pembinaan terhadap anak agar dapat
kembali diterima dalam masyarakat.31Upaya penyelesaian tindak pidana
dalam UU SPPA dilakukan melalui diversi yang memberikan alternatif
penyelesaian bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi  merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses di
luar peradilan, dengan tujuan mencapai keadilan restoratif. Proses diversi
bertujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, stigma negatif,
serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Diversi
diterapkan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana untuk
menyelesaikan tindak pidana ringan, seperti delik aduan, pelanggaran

lalu lintas, atau pencemaran nama baik.
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Pelaksanaan diversi yang diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA
dapat diterapkan pada anak yang tidak melakukan tindak pidana dengan
ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan
pelaku yang mengulangi tindak pidana.36Ketentuan tersebut menjadi dasar
bahwa diversi dapat diterapkan pada anak yang menjadi pelaku tindak

pidana dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu.

B. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku
tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum pengaturan penanganan
anak di muka hukum. Berdasarkan ketentuan UU SPPA, Indonesia telah berupaya
menerapkan pendekatan restoratif justice dalam penanganan anak pelaku tindak
pidana. Sejak diberlakukannya UU SPPA pada 2012, sudah terjadi perkembangan
yang baik dalam penerapannya. Misalnya, telah adanya pengaturan khusus Ruang
Perlindungan Anak dan Pembinaan (RPAP) di seluruh wilayah hukum negara
untuk memfasilitasi penyidikan dan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak
pidana. Namun demikian, penerapan UU SPPA di lapangan ternyata masih
menghadapi berbagai kendala meskipun sudah diatur dengan rinci dalam regulasi
terkait.>?

Anak-anak yang telah berstatus sebagai seorang tersangka atau anak nakal

tersebut pada dasarnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang

3 Sukardi, Q. Zaman MSI, Nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum
terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Prosiding Seminar Hukum Aktual Harmonisasi Hukum
Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia
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dimiliki oleh seorang tersangka dewasa, hanya dari pertimbangan tersebut di atas
demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan
perlakuan di dalam hukum acara pidananya. Bagi anak-anak yang melakukan
tindak pidana, sistem peradilan pidana yang dijalankan hendaknya dilakukan
dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang
terlanjur melakukan kenakalan di luar batas kewajaran seorang anak. Pembedaan
perlakuan yang diatur tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan
mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.
Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus bangsa yang
masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum
pidana/penjara sebagai pelaku tindak kejahatan.>*

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam suatu
negara hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, hak-hak individu
tidak akan memiliki makna praktis dan hanya akan menjadi norma yang tidak
terlaksana. Perlindungan hukum yang efektif harus didukung oleh beberapa
elemen penting, sebagai berikut :>°

1.  Kepastian Hukum
Undang-undang harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara

konsisten. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada individu

% Novi Sary Dame Hutapea, Nugraha Abdul Kadir, IMPLEMENTASI/

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA
UTARA), Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015

5> Ranal Alfarizi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG

TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA
BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE, Fakultas
Hukum Universitas Malikussaleh
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bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Akses terhadap Keadilan

Setiap individu harus memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap
lembaga peradilan. Ini termasuk akses terhadap bantuan hukum, terutama
bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan

Pengadilan harus bebas dari intervensi eksternal dan harus memutus
perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Independensi pengadilan
memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak memihak.
Pengawasan dan Akuntabilitas

Lembaga penegak hukum dan peradilan harus diawasi secara ketat untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas memastikan bahwa
setiap pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum dapat diidentifikasi
dan ditindaklanjuti.

Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai hak-hak hukum mereka dan
cara-cara untuk melindunginya. Kesadaran hukum di masyarakat dapat
mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mendorong partisipasi aktif
dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya soal
penerapan undang-undang, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap
individu diperlakukan dengan hormat dan adil sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan yang universal. Perlindungan hukum yang efektif

mencerminkan keadilan sistem hukum suatu negara, serta komitmen
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terhadap penghormatan hak asasi manusia.

Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak meliputi
faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, dan
budaya masyarakat. Kendala utama mencakup kurangnya pemahaman
aparat mengenai diversi, keterbatasan fasilitas ruang pemeriksaan khusus
anak, serta kendala kehadiran orang tua/pendamping.

Menurut wawancara dengan anggota Polres Salatiga, bahwa dalam
pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat hambatan
utama, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Kurangnya jumlah penyidik khusus anak yang bersertifikat, terutama
di tingkat polsek.

2. Faktor Sarana dan Prasarana
Tidak adanya ruang pemeriksaan khusus anak (RPKA) yang nyaman
dan tidak intimidatif.

3. Faktor Budaya/Masyarakat
Orang tua atau pendamping yang tidak hadir saat pemeriksaan, serta
stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

4. Faktor Hukum
Masih adanya perbedaan interpretasi mengenai penerapan restorative
Jjustice (keadilan restoratif) dan diversi dalam sistem peradilan pidana
anak.

5. Mengenai jangka waktu penahanan yang cukup singkat, untuk perkara

anak masa penahanan hanya diberi waktu 20 (dua puluh) hari dengan
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masa perpanjangan penahanan 10 (sepuluh) hari, sesuai pasal 44 ayat
(2) dan (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penyidik belum
menyerahkan berkas ke JPU, maka tersangka dilepaskan demi hukum
namun penyidikan anak tetap berlanjut

6. Lamanya pihak BIPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk
melakukan hasil LITMAS (Penelitian Kemayarakatan) kepada
penyidik. Biasanya penyidik menyiasatinya dengan cara berkas
diserahkan terlebih dahulu bila hasil LITMAS belum selesai dan belum
diserahkan kepada penyidik. Dan LITMAS akan diusulkan ke

Kejaksaan

C. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka
anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres

Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak-hak anak sebagai pelaku merupakan salah satu aspek yang penting
untuk melindungi hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa setiap
anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

2. Diberikan tempat terpisah dari orang dewasa;

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

4. Terlibat dalam kegiatan rekreasional;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dibebaskan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi, serta perbuatan yang dapat merendahkan derajat
dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang singkat;

Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,;

Tidak dipublikasikan identitasnya;

Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh
anak;

Memperoleh advokasi atau dukungan sosial; Memperoleh kehidupan
pribadi;

Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

Memperoleh pendidikan;

Memperoleh pelayanan kesehatan;

Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan

bahwa pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada Pancasila dan
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Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam
Konvensi Hak Anak, yang mencakup:>®
1. Non diskriminasi diatur di dalam Pasal 2 KHA, yang selengkapnya
menggariskan bahwa :

“Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak
yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam
yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
pendapat lain” kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta
kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua
anak atau wali hukum anak. Artinya bahwa dalam memberikan perlakuan
terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang
lain, dengan alasan apapun juga.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak diatur di dalam Pasal 3 KHA, yang
menyatakan bahwa :

“Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan
hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-
kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama,
maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan

% Mitro Subroto, Aliya Salma, Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) , Volume 8 Nomor 3
Tahun 2024
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3.

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus pertimbangan
utama.
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan diatur di dalam
Pasal 6 KHA yang mengatur bahwa :

“Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai
hak yang melekat atas kehidupan”.

Di mana unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak

yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak di dalam Pasal 12 KHA, maksudnya :

“penghormatan atas hak-hak berpartisipasi anak untuk dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
menyangkut hal-hal jika yang mempengaruhi kehidupannya Pasal 64 ayat
()

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), yang
menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan :

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak
b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
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e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum
f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang
tua atau lembaga
g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi
Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak
tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum
Polres Salatiga, sesuai dengan hasil wawancara yaitu dengan melakukan :
1. Penerapan Diversi (Pasal 7-16 UU SPPA)

Mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan ke luar
peradilan untuk menghindari stigma dan melindungi kepentingan terbaik
anak.

2. Pendampingan Khusus
Anak wajib didampingi orang tua, penasihat hukum, dan
pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) sejak penyidikan hingga sidang.
3. Fasilitas Ramah Anak
Penyediaan ruang pemeriksaan khusus (RPK) yang tidak
kaku/menakutkan untuk menghindari intimidasi psikologis.
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

Penyidik, jaksa, dan hakim harus bersertifikat khusus anak agar

memahami pendekatan psikologis dan HAM.

5. Sidang Tertutup
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https://www.google.com/search?q=Fasilitas+Ramah+Anak&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3
https://www.google.com/search?q=Peningkatan+Kapasitas+Aparat&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3
https://www.google.com/search?q=Sidang+Tertutup&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAJ&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3

Sesuai Pasal 43 UU SPPA, persidangan dilakukan tertutup untuk

menjaga privasi anak.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Hak-hak tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di
wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi
Manusia
Tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tetap

memiliki hak asasi manusia yang dijamin, termasuk hak perlindungan,
pendampingan hukum, dan perlakuan manusiawi sesuai UU No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM. Anak wajib diperlakukan sebagai subjek hukum yang
rentan, bukan objek, dengan mengutamakan upaya diversi (penyelesaian
di luar peradilan) dan kepentingan terbaik bagi anak.Hak-Hak Tersangka
Anak Berdasarkan HAM dan Undang-Undang:
a. Hak Perlindungan Khusus

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dan

kekerasan dalam proses hukum, sesuai Pasal 15 UU No. 35 Tahun

2014.
b. Perlakuan Manusiawi

Anak berhak tidak disiksa, diperlakukan secara manusiawi, dan tidak

dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.

c. Pendampingan Hukum
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https://www.google.com/search?q=UU+No.+11+Tahun+2012+tentang+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak&oq=jurnal+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjMzNjg3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIGrsD929i2b9Q_cFCKHbxDPMF44JgXBCli8bT80Is5V6VQED1gtrs4WpSA7xHUnuTqW6DMEmXHlG3Vk4O4i2Tzlw2qoFKowZYSanzXqJzvPqf7dGyLkd5MUotTjliQqmXjWzCpbPhIvAYM1FPRb2QwjsW3c-MmHKWXO_jXkGBL1E&csui=3&ved=2ahUKEwim_8n_6uGTAxVVzjgGHTglCuUQgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=UU+No.+11+Tahun+2012+tentang+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak&oq=jurnal+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjMzNjg3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIGrsD929i2b9Q_cFCKHbxDPMF44JgXBCli8bT80Is5V6VQED1gtrs4WpSA7xHUnuTqW6DMEmXHlG3Vk4O4i2Tzlw2qoFKowZYSanzXqJzvPqf7dGyLkd5MUotTjliQqmXjWzCpbPhIvAYM1FPRb2QwjsW3c-MmHKWXO_jXkGBL1E&csui=3&ved=2ahUKEwim_8n_6uGTAxVVzjgGHTglCuUQgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=UU+No.+39+Tahun+1999+tentang+HAM&oq=jurnal+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjMzNjg3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIGrsD929i2b9Q_cFCKHbxDPMF44JgXBCli8bT80Is5V6VQED1gtrs4WpSA7xHUnuTqW6DMEmXHlG3Vk4O4i2Tzlw2qoFKowZYSanzXqJzvPqf7dGyLkd5MUotTjliQqmXjWzCpbPhIvAYM1FPRb2QwjsW3c-MmHKWXO_jXkGBL1E&csui=3&ved=2ahUKEwim_8n_6uGTAxVVzjgGHTglCuUQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=UU+No.+39+Tahun+1999+tentang+HAM&oq=jurnal+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjMzNjg3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIGrsD929i2b9Q_cFCKHbxDPMF44JgXBCli8bT80Is5V6VQED1gtrs4WpSA7xHUnuTqW6DMEmXHlG3Vk4O4i2Tzlw2qoFKowZYSanzXqJzvPqf7dGyLkd5MUotTjliQqmXjWzCpbPhIvAYM1FPRb2QwjsW3c-MmHKWXO_jXkGBL1E&csui=3&ved=2ahUKEwim_8n_6uGTAxVVzjgGHTglCuUQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=diversi&oq=jurnal+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjMzNjg3ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDIGrsD929i2b9Q_cFCKHbxDPMF44JgXBCli8bT80Is5V6VQED1gtrs4WpSA7xHUnuTqW6DMEmXHlG3Vk4O4i2Tzlw2qoFKowZYSanzXqJzvPqf7dGyLkd5MUotTjliQqmXjWzCpbPhIvAYM1FPRb2QwjsW3c-MmHKWXO_jXkGBL1E&csui=3&ved=2ahUKEwim_8n_6uGTAxVVzjgGHTglCuUQgK4QegQIARAD

Anak wajib didampingi penasihat hukum, orang tua/wali, dan
pembimbing kemasyarakatan selama penyidikan hingga pengadilan.
d. Penyelesaian Diversi
Berdasarkan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), wajib
diupayakan diversi untuk menghindari perampasan kemerdekaan,
terutama untuk tindak pidana ringan.
e. Identitas Dirahasiakan
Identitas tersangka anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan untuk
melindungi masa depannya
2. Hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak sebagai pelaku
tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, dipandang
Undang-Undang Hak Asasi Manusia
1.  Hambatan Struktural & SDM
Kurangnya jumlah pendamping (Pekerja Sosial) dan terbatasnya
sarana prasarana ramah anak di tingkat penyidikan dan penahanan.
2.  Hambatan Legal (Diversi)
Seringkali kasus penganiayaan dianggap serius sehingga tidak
memenuhi syarat diversi menurut UU SPPA, mengakibatkan anak
tetap ditahan dan kehilangan hak pendidikan.
3. Perspektif HAM & Perlindungan Anak:
1) Hak atas Bantuan Hukum
h) Anak seringkali tidak didampingi penasihat hukum sejak awal
penyidikan, padahal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak.

1) Hak untuk Tidak Disiksa/Diperlakukan Kejam
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3.

)

k)

D

Penahanan anak seringkali tidak memisahkan mereka dari orang
dewasa secara total di tingkat polsek/polres.

Pentingnya Restorative Justice

HAM menekankan bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir (ultimum
remedium), bukan langkah utama, guna memastikan perkembangan

anak yang waja

m) Kurangnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan

serta adanya stigma negatif yang mempersulit reintegrasi sosial anak

Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak tersangka

anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres

Salatiga, dipandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia

a) Penerapan Diversi (Pasal 7-16 UU SPPA)

b)

d)

Mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan ke luar
peradilan untuk menghindari stigma dan melindungi kepentingan
terbaik anak.

Pendampingan Khusus

Anak wajib didampingi orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing
kemasyarakatan (BAPAS) sejak penyidikan hingga sidang.

Fasilitas Ramah Anak

Penyediaan ruang pemeriksaan khusus (RPK) yang tidak
kaku/menakutkan untuk menghindari intimidasi psikologis.
Peningkatan Kapasitas Aparat atau SDM apparat penyidik

Penyidik, jaksa, dan hakim harus bersertifikat khusus anak agar

memahami pendekatan psikologis dan HAM.
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https://www.google.com/search?q=Diversi&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3
https://www.google.com/search?q=Pendampingan+Khusus&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3
https://www.google.com/search?q=Fasilitas+Ramah+Anak&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3
https://www.google.com/search?q=Peningkatan+Kapasitas+Aparat&sca_esv=d1d4a0e44ae05689&biw=1366&bih=641&sxsrf=ANbL-n6-lWLRmet7C1t8Kze8FHFQMFBLuQ%3A1775776859562&ei=WzTYaeWCIru8juMP0LmxyA8&ved=2ahUKEwiXptCx9OGTAxVlfGwGHWVcMQYQgK4QegQIAxAH&uact=5&oq=jurnal+solusi+mengatasi+hambatan+pemenuhan+Hak-hak+tersangka+anak+sebagai+pelaku+tindak+pidana+penganiayaan+%2C+dipandang+Undang-Undang+Hak+Asasi+Manusia&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilwFqdXJuYWwgc29sdXNpIG1lbmdhdGFzaSBoYW1iYXRhbiBwZW1lbnVoYW4gSGFrLWhhayB0ZXJzYW5na2EgYW5hayBzZWJhZ2FpIHBlbGFrdSB0aW5kYWsgcGlkYW5hIHBlbmdhbmlheWFhbiAsIGRpcGFuZGFuZyBVbmRhbmctVW5kYW5nIEhhayBBc2FzaSBNYW51c2lhSABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHALIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCWZmIcTqSIXv4kFhtAjwpvJCLs3jtTfx97H1iNDEtfWNaE4fxBph3i20jYSXdUE_MfKCELYIn4bHlMEUMIyayvwJDVs_6wjHxn2PPooYjCY1ctQDS4nwmLxVXuDfGzPyazttyCFxjucyshmVBa5mv35lSXJJ3KP6AtWsreOrZylInIPJ0XtkNPhyj0S0w8ZqseK-irwTdKrevPolQtr2uCkFB1PkOmDNkKZTTrMStq6OWPfNk-9XIoakFTLpU456qpN-cx0laM8Cwza6hJ9AAT&csui=3

e) Sidang Tertutup
Sesuai Pasal 43 UU SPPA, persidangan dilakukan tertutup untuk
menjaga privasi anak
B. Saran
1. Pemenuhan hak-hak Tersangka dengan pelaku tindak pidana anak, harus sesuai
aturan yang berlaku, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan
masih panjang masa depannya, sehingga perlu di perbaiki bila mereka
melakukan kesalahan
2. Pihak Kepolisian harus selalu meningkatkan sumber daya manusia anggota
penyidik (PPA), dengan diikutkan dikjur atau pelatihan-pelatihan tentang
bagaimana menyelesaikan kasus dengan pelaku anak, jangan sampai
melanggar hak asasi manusia
3. Sarana dan prasana yang menunjang dalam penyidikan terhadap pelaku anak
harus benar-benar ditingkatkan, sehingga tidak meninggalkan trauma kepada

anak setelah mereka keluar
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